
Jurnal Legal Dialogica 
Volume I Issue 2 Tahun 2026 
 

Efektivitas Penegakan Hukum Eksploitasi Seksual Anak Digital di 

Makassar: Masih Lemah? 

Fahira Aiman Junaedi 1, Muhammad Rinaldy Bima 2, Muhammad Fachri Said 3 

123 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia 

Email Koresponden: fahiraaiman344@gmail.com 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam 
menangani kasus eksploitasi seksual anak di platform digital serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-
empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
empiris melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan di Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada 
aparat penegak hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian 
ini terletak pada penggabungan analisis normatif dengan realitas empiris penanganan 
kasus di tingkat kepolisian, sehingga mampu menggambarkan kesenjangan antara 
ketentuan hukum dan praktik di lapangan dalam konteks kejahatan berbasis digital. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di 
platform digital secara prosedural telah berjalan melalui tahapan yang semestinya, namun 
efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian digital, penggunaan 
identitas anonim oleh pelaku, serta keterbatasan sumber daya aparat dibandingkan 
dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa 
efektivitas penegakan hukum belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor aparat 
penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta lingkungan sosial 
budaya. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas aparat, 
penguatan dukungan teknologi digital, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual anak di 
ruang digital. 

Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum; Eksploitasi Seksual Anak; Platform Digital. 

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling cases 
of child sexual exploitation on digital platforms and identify factors that influence its success. 
This study uses a normative-empirical method by combining a legislative approach and an 
empirical approach through literature studies and field research at the Women and Children 
Protection Unit (PPA). Data collection techniques include interviews with law enforcement 
officers, which are then analyzed qualitatively. The innovation of this study lies in combining 
normative analysis with the empirical reality of case handling at the police level, thereby 
illustrating the gap between legal provisions and field practices in the context of digital-based 
crimes. The results of this study indicate that law enforcement against child sexual 
exploitation on digital platforms has been procedurally carried out through the appropriate 
stages, but its effectiveness is still hampered by the complexity of digital evidence, the use of 
anonymous identities by perpetrators, and limited officer resources compared to the 
increasing number of cases. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of law 
enforcement is not optimal because it is influenced by factors such as law enforcement 
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officers, facilities and infrastructure, community conditions, and the socio-cultural 
environment. This research provides recommendations for increasing the capacity of law 
enforcement officers, strengthening digital technology support, and increasing public 
awareness and participation in preventing and addressing child sexual exploitation in the 
digital space. 

Keywords: Effectiveness; Law Enforcement; Child Sexual Exploitation; Digital Platforms. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks 

dan lintas batas, salah satunya adalah eksploitasi seksual anak melalui platform digital.[1] 

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena anak sebagai kelompok rentan semakin 

mudah menjadi korban akibat akses teknologi yang luas, minimnya pengawasan, serta 

kemampuan pelaku dalam memanfaatkan anonimitas dunia maya.[2] Dalam konteks ini, 

penegakan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi tidak hanya secara normatif, tetapi 

juga secara teknis dan struktural agar mampu memberikan perlindungan yang optimal 

serta menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[3] 

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang cukup 

komprehensif dalam menangani eksploitasi seksual anak, baik melalui Undang-Undang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun 

pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[4] Sejumlah penelitian 

sebelumnya umumnya menyoroti aspek normatif tersebut dengan menyimpulkan bahwa 

regulasi yang ada telah memadai dalam memberikan dasar hukum bagi penindakan pelaku. 

Selain itu, beberapa kajian juga telah membahas tantangan kejahatan siber secara umum, 

termasuk kendala pembuktian dan karakter lintas yurisdiksi yang menyulitkan proses 
penegakan hukum.[5] 

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia 

dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan kasus 

eksploitasi seksual anak berbasis digital pada tingkat lokal. Penelitian sebelumnya 

cenderung belum secara spesifik mengkaji bagaimana efektivitas penegakan hukum di 

tingkat institusi penegak hukum daerah, termasuk faktor-faktor konkret yang 

memengaruhi keberhasilan atau hambatannya dalam praktik.[6] Selain itu, pendekatan 

yang mengintegrasikan aspek struktural, substansial, dan kultural dalam melihat 

efektivitas penegakan hukum juga masih terbatas.[7]  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 

(1) bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi 

seksual anak di platform digital di kota makassar; serta (2) apa sajakah faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksplopitasi anak di 

platform digital di kota makassar. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya 
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menilai sejauh mana hukum telah dijalankan, tetapi juga mengkaji dinamika empiris yang 

terjadi di lapangan, termasuk peran aparat penegak hukum, dukungan sarana dan 

prasarana, serta pengaruh masyarakat dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana, 

khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan digital yang melibatkan anak, 

sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan 

hukum di masa yang akan datang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif 

yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penegakan hukum 

terhadap kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital dilaksanakan dalam praktik. 

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan 

melalui data yang bersifat naratif dan deskriptif, sehingga peneliti dapat menelusuri 

makna, proses, serta dinamika yang muncul selama penelitian berlangsung. Lokasi 

penelitian ditetapkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor 

Kota Besar Makassar, dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki kewenangan 

langsung dalam menangani kasus yang menjadi fokus penelitian serta menyediakan akses 

terhadap data dan informan yang relevan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 

penyidik pada Unit PPA, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu tiga orang penyidik yang dipilih berdasarkan pertimbangan pengalaman 

dan keterlibatannya dalam penanganan perkara. Jenis data yang digunakan terdiri atas 

data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik sebagai 

informan utama, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa 

arsip, laporan, dan bahan tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis 

data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara 

sistematis, mendalam, dan berkesinambungan untuk menghasilkan pemahaman yang 
komprehensif sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. 

PEMBAHASAN 

1. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak di 

Platform Digital di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, 

terungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah laporan 

kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, yang secara umum berada pada 

kisaran ratusan hingga ribuan laporan setiap tahunnya. Informasi tersebut 

menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi isu yang cukup dominan dan 

memerlukan penanganan yang serius. Lebih lanjut, narasumber juga mengungkapkan 

adanya kecenderungan meningkatnya kasus eksploitasi anak, yang salah satunya 
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dipengaruhi oleh semakin luasnya penggunaan telepon seluler di kalangan anak usia 

dini tanpa disertai pengawasan yang memadai dari orang tua atau lingkungan sekitar. 

Kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi melalui media digital. Dari 

berbagai laporan yang masuk, sebagian di antaranya secara khusus diidentifikasi 

sebagai kasus eksploitasi anak, sebagaimana akan disajikan pada tabel berikut. 

TABEL 1 

DATA JUMLAH LAPORAN KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG MASUK 

PADA UNIT PPA POLRESTABES MAKASSAR 

Jenis Tindak Pidana 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah 

Perdagangan Anak 2 - 1 2 - 5 

Pornografi - 1 1 - - 2 

Prostitusi Online - - 2 - 1 3 

Eksploitasi Anak - - 1 - - 1 

Total 2 1 5 2 1 11 

Kasus 

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2026. 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dipahami bahwa kasus eksploitasi anak 

yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2020 hingga 

2024 menunjukkan jumlah yang relatif fluktuatif namun tetap mengindikasikan adanya 

keberlangsungan kasus setiap tahunnya. Jenis tindak pidana yang paling menonjol 

adalah perdagangan anak yang muncul di beberapa tahun pengamatan, disusul oleh 

prostitusi online dan pornografi yang juga tercatat meskipun tidak secara konsisten 

setiap tahun. Sementara itu, kasus yang secara spesifik dikategorikan sebagai 

eksploitasi anak hanya tercatat dalam jumlah yang sangat terbatas. Secara keseluruhan, 

data ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak berbasis digital memiliki variasi 

jenis dengan intensitas yang berbeda-beda, serta menggambarkan bahwa meskipun 

jumlahnya tidak selalu tinggi setiap tahun, kasus-kasus tersebut tetap terjadi dan 

memerlukan perhatian berkelanjutan dalam penanganannya. 

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani eksploitasi seksual anak di platform 

digital pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep penegakan hukum itu sendiri. 

Secara teoretis, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui kemampuan hukum 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan (utility). Dalam perspektif teori sistem hukum yang 

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga 

unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal 
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substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap suatu tindak 

pidana, termasuk eksploitasi seksual anak berbasis digital.[8] 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari eksploitasi 

seksual telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Secara khusus, ketentuan mengenai larangan eksploitasi seksual anak diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap 

orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual.[9] Selain itu, 

ketentuan mengenai eksploitasi dalam ranah digital juga dapat ditemukan dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) yang mengatur tentang distribusi dan/atau transmisi konten yang melanggar 

kesusilaan melalui media elektronik. Penguatan lebih lanjut juga terlihat dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP Baru) yang telah mengakomodasi perkembangan tindak pidana modern, 

termasuk perlindungan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO).[10] 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat 

penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar, menunjukkan bahwa secara 

prosedural, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak telah berjalan 

sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dari tahapan 

penanganan perkara yang dimulai dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 5 KUHAP, kemudian meningkat ke tahap penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 

2 KUHAP, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan sesuai dengan Pasal 110 

KUHAP. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, sistem peradilan pidana 

telah berfungsi sebagaimana mestinya.[11] 

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, efektivitas penegakan hukum 

dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks 

kejahatan berbasis digital. Salah satu indikator efektivitas yang digunakan oleh aparat 

penegak hukum adalah jumlah perkara yang berhasil diproses hingga tahap 

penuntutan dan memperoleh putusan pengadilan. Dalam hal ini, keberhasilan 

pelimpahan berkas perkara (P-21) serta adanya putusan hakim yang berkekuatan 

hukum tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk efektivitas penegakan hukum. 

Putusan pengadilan tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan efek 

jera (deterrent effect) kepada pelaku.[12] 

Namun, berdasarkan data empiris yang diperoleh, tidak semua kasus eksploitasi 

seksual anak di platform digital dapat diproses hingga tahap tersebut. Sebagian kasus 

masih berada pada tahap analisis atau penyelidikan dan belum meningkat ke tahap 

penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih bersifat 
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parsial dan belum optimal.[13] Kondisi ini sejalan dengan karakteristik kejahatan siber 

yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti penggunaan identitas anonim, lintas 

yurisdiksi, serta kemudahan pelaku dalam menghapus jejak digital.[14] 

Dalam perspektif pembuktian, hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan adanya 

minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam 

kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital, pemenuhan alat bukti tersebut sering 

kali menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh sifat bukti digital yang mudah 

dihapus atau dimanipulasi, serta minimnya saksi yang mengetahui secara langsung 

peristiwa tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak tersedianya bukti pendukung 

seperti rekaman CCTV atau perangkat digital pelaku menyebabkan proses penyidikan 

menjadi terhambat.[15] 

Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga telah didukung oleh penggunaan teknologi 

forensik digital dan patroli siber yang dilakukan oleh kepolisian. Pendekatan ini 

menunjukkan adanya adaptasi aparat penegak hukum terhadap perkembangan 

teknologi. Penggunaan sistem pelacakan komunikasi, identifikasi biometrik, serta 

analisis aktivitas digital merupakan bentuk modernisasi dalam penegakan hukum. 

Namun, efektivitasnya masih bergantung pada ketersediaan sumber daya dan 

kemampuan teknis aparat.[16] 

Selain aspek represif, efektivitas penegakan hukum juga dapat dilihat dari aspek 

perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, koordinasi antara kepolisian dengan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dinas 

Sosial merupakan langkah yang menunjukkan penerapan pendekatan restorative dan 

victim-oriented. Pendampingan psikologis terhadap anak korban merupakan bagian 

penting dalam memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan 

(secondary victimization). Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

(the best interest of the child) yang menjadi dasar dalam perlindungan anak.[17] 

Jika dikaitkan dengan praktik hukum dan kebiasaan (customary practice), dalam 

masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan kasus yang 

melibatkan anak secara kekeluargaan atau tidak melaporkan kasus kepada aparat 

penegak hukum karena alasan stigma sosial. Kebiasaan ini secara tidak langsung 

mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena banyak kasus yang tidak 

terungkap (underreported). Dalam konteks ini, hukum adat dan kebiasaan masyarakat 

dapat menjadi faktor yang memperkuat maupun justru menghambat penegakan 

hukum formal.[18] 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa efektivitas penegakan hukum 

terhadap eksploitasi seksual anak di platform digital di Kota Makassar berada pada 

kategori cukup efektif namun belum optimal. Secara normatif, perangkat hukum yang 

tersedia sudah memadai dan bahkan telah mengalami perkembangan yang signifikan 

melalui pembaruan KUHP. Secara struktural, aparat penegak hukum juga telah 
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menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mulai 

memanfaatkan teknologi dalam proses penyidikan.[19] 

Namun demikian, dari sisi implementasi, masih terdapat berbagai hambatan yang 

menyebabkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal 

pembuktian, keterbatasan pengungkapan kasus digital, serta masih banyaknya kasus 

yang belum sampai pada tahap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan 

yang lebih komprehensif, baik dari aspek teknologi, kapasitas aparat penegak hukum, 

maupun peningkatan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum terhadap 

eksploitasi seksual anak di platform digital dapat berjalan secara lebih efektif dan 

berkeadilan.[20] 

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam 

Menangani Kasus Eksploitasi Anak di Platform Digital di Kota Makassar 

Efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di platform digital 

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi 

penegakan hukum, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, 

faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor 

tersebut menjadi parameter dalam menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara 

optimal dalam praktik.[21] 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit 

PPA Polrestabes Makassar, kelima faktor tersebut secara nyata berpengaruh terhadap 

efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di 

platform digital, dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi dan kondisi sosial masyarakat. 

a. Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum merupakan aspek yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan penanganan suatu perkara. Dalam konteks ini, kemampuan, 

pengalaman, serta jumlah aparat penegak hukum menjadi elemen utama yang 

memengaruhi efektivitas penegakan hukum.[22] 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penyidik pada Unit PPA 

Polrestabes Makassar secara aktif melakukan peningkatan kapasitas melalui 

pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan penanganan perkara anak serta 

kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitatif, kompetensi aparat 

penegak hukum telah cukup memadai. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan 

tuntutan perkembangan modus operandi kejahatan digital yang semakin kompleks, 

sehingga diperlukan pemahaman yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga 

teknis. 
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Dalam perspektif hukum positif, peran penegak hukum juga diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan kewenangan 

kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, 

keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada kualitas 

sumber daya manusia yang menjalankannya.[23] 

Meskipun demikian, secara kuantitatif, terdapat kendala berupa keterbatasan 

jumlah personel penyidik dibandingkan dengan jumlah laporan perkara yang 

masuk. Ketidakseimbangan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga 

berpotensi memengaruhi kualitas dan kecepatan penanganan perkara. Dalam 

kondisi demikian, efektivitas penegakan hukum menjadi tidak optimal karena 

setiap penyidik harus menangani beberapa perkara sekaligus.[24] 

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor penegak hukum memiliki dua 

dimensi utama, yaitu kompetensi yang relatif memadai namun belum didukung oleh 

jumlah personel yang seimbang, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat 

efektivitas penegakan hukum.[25] 

b. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang memiliki peran strategis 

dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kejahatan berbasis digital. 

Dalam kasus eksploitasi seksual anak di platform digital, penggunaan teknologi 

menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam proses pelacakan, 

pengumpulan bukti, serta identifikasi pelaku.[26] 

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini dinilai 

sudah cukup memadai dan mampu mendukung proses penyidikan. Hal ini terlihat 

dari adanya dukungan unit khusus seperti tim siber yang memiliki kemampuan 

teknis serta peralatan untuk menangani kejahatan digital. Keberadaan tim siber 

tersebut menunjukkan adanya integrasi antara penegakan hukum konvensional 

dengan pendekatan teknologi. 

Selain itu, dukungan anggaran operasional dari pemerintah juga menjadi faktor 

yang memperkuat efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan anggaran 

memungkinkan pelaksanaan pelatihan, pengadaan peralatan, serta kegiatan 

operasional lainnya.[27] 

Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat justru menjadi 

tantangan tersendiri. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan teknologi untuk 

menyembunyikan identitas, menggunakan akun anonim, serta menghapus jejak 

digital. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih kompleks dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama.[28] 
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Dalam perspektif hukum, penggunaan alat bukti elektronik telah diakui dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan 

legitimasi terhadap bukti digital dalam proses pembuktian. Meskipun demikian, 

secara teknis pengumpulan dan pengolahan bukti digital tetap memerlukan 

keahlian khusus serta dukungan teknologi yang memadai.[29] 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana telah 

memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum, namun 

masih dihadapkan pada tantangan berupa perkembangan teknologi yang terus 

berubah.[30] 

c. Faktor Peraturan Perundang-Undangan 

Faktor peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sejauh mana hukum yang 

berlaku mampu memberikan dasar yang jelas dan memadai dalam penanganan 

suatu perkara. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, Indonesia telah memiliki 

berbagai regulasi yang cukup komprehensif. 

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain Undang-Undang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi tersebut 

memberikan kejelasan mengenai larangan, unsur tindak pidana, serta sanksi yang 

dapat dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi anak.[31] 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keberadaan regulasi tersebut sangat 

membantu aparat penegak hukum dalam menangani perkara karena memberikan 

kepastian hukum. Bahkan, pembaruan dalam KUHP terbaru telah memperjelas 

pengaturan mengenai eksploitasi anak yang sebelumnya belum diatur secara rinci. 

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan pasal sering kali menjadi tantangan 

tersendiri. Penyidik harus memastikan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang 

digunakan benar-benar terpenuhi berdasarkan fakta yang ditemukan. Hal ini 

sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana yang mengharuskan setiap 

perbuatan pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas (nullum 

delictum nulla poena sine lege).[32] 

Selain itu, dalam beberapa kasus terjadi perbedaan interpretasi antara penyidik dan 

jaksa terkait pasal yang tepat untuk digunakan. Perbedaan ini dapat memengaruhi 

proses penanganan perkara, khususnya dalam tahap pelimpahan berkas perkara. 

Dengan demikian, meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan telah 

memadai, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam 

menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan tersebut secara tepat. 

d. Faktor Masyarakat 
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Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum serta partisipasi 

masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus eksploitasi seksual 

anak, peran masyarakat, khususnya keluarga korban, sangat menentukan dalam 

proses penanganan perkara.[33] 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang berasal dari faktor 

masyarakat, antara lain kurangnya pendampingan dari orang tua, perbedaan 

pendapat dalam keluarga mengenai penyelesaian perkara, serta ketidaksiapan 

korban dalam memberikan keterangan. Kondisi ini dapat menghambat proses 

penyidikan karena dalam hukum acara pidana, keterangan korban merupakan salah 

satu alat bukti yang penting. 

Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan 

perkara secara damai di luar proses hukum. Praktik ini merupakan bagian dari 

kebiasaan sosial yang masih berkembang dalam masyarakat. Meskipun dalam 

beberapa perkara pendekatan damai dapat digunakan, namun dalam kasus 

eksploitasi seksual anak, penyelesaian di luar proses hukum berpotensi 

mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.[34] 

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab 

bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi 

masyarakat dapat berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum.[35] 

Dengan demikian, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal pelaporan, pembuktian, dan 

pendampingan korban. 

e. Faktor Budaya dan Lingkungan Sosial 

Faktor budaya dan lingkungan sosial berkaitan dengan nilai-nilai, norma, serta 

kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks eksploitasi seksual 

anak, faktor ini sering kali berkaitan dengan stigma sosial serta persepsi 

masyarakat terhadap korban. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh 

faktor budaya. Sebagian berpendapat bahwa stigma sosial masih menjadi kendala 

karena korban merasa takut atau malu untuk melapor. Kondisi ini menyebabkan 

keterlambatan pelaporan yang dapat berdampak pada hilangnya alat bukti. 

Namun, di sisi lain, adanya fasilitas perlindungan seperti shelter dan lembaga 

pendampingan dianggap mampu mengurangi pengaruh negatif dari stigma sosial 

tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem perlindungan 

korban.[36] 
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Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berkaitan dengan pengawasan terhadap 

anak, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Kurangnya pengawasan dari 

orang tua menjadi salah satu faktor dominan yang meningkatkan risiko terjadinya 

eksploitasi. Dalam konteks ini, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam 

mencegah terjadinya tindak pidana.[37] 

Jika dikaitkan dengan hukum adat dan kebiasaan, dalam masyarakat Indonesia 

masih terdapat nilai-nilai yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai hal 

yang penting, sehingga kasus yang berkaitan dengan seksual sering kali dianggap 

sebagai aib yang harus ditutupi. Nilai ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan 

hukum karena mengurangi keberanian korban untuk melapor.[38] 

Dengan demikian, faktor budaya dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang 

kompleks, yaitu dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung tergantung 

pada kondisi masyarakat dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum dalam menangani eksploitasi 

seksual anak di platform digital di Kota Makassar dapat dinilai telah berjalan cukup baik 

secara normatif dan prosedural, namun belum mencapai tingkat optimal dalam praktiknya. 

Hal ini terlihat dari telah tersedianya perangkat hukum yang memadai, pelaksanaan 

mekanisme peradilan pidana yang sesuai ketentuan, serta adanya upaya adaptasi aparat 

penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas lembaga dalam 

memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun demikian, berbagai kendala masih 

memengaruhi efektivitas tersebut, seperti kesulitan dalam pembuktian kasus digital, 

keterbatasan jumlah personel, kompleksitas teknologi yang dimanfaatkan pelaku, serta 

rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akibat faktor sosial dan budaya. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan yang terintegrasi, baik melalui peningkatan kapasitas 

dan jumlah aparat penegak hukum, optimalisasi sarana teknologi, serta peningkatan 

kesadaran dan peran aktif masyarakat, agar penegakan hukum terhadap eksploitasi 

seksual anak di platform digital dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, 
serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi korban. 
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